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" karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun
2021 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu perwujudan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk pertanggungjawaban
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berdasarkan Perjanjian Kinerja
tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui LKIP ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura
melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi,
sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2021.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator
kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per
tahun.

Penyusunan LKIP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun
2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur
secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, sehingga dapat memberikan
umpan balik guna peningkatan kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Jayapura kedepannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021 ini dapat tersusun untuk
dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jayapura, Januari 2022
KEPALA BALAI
AN JALAN NASIONAL JAYAPURA
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Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

negara;

Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020- 2024 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka terdapat perubahan pada
Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina

Marga;

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban
untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan
dalam Laporan Kinerja Interim mapun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan arahan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Adapun SASARAN STRATEGIS terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina
Marga pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN NASIONAL

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,19 Jam/100 Km pada tahun 2021.

Dan SASARAN PROGRAM sebagai berikut :

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL

Dalam mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program, untuk Tahun Anggaran 2021 BPJN Jayapura

berkontribusi melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut :
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— Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
Baseline 2020  : 83.33%
Target 2021 :91.3%
Capaian 2021  :86,96%
— Rating Kondisi Jalan Nasional
Baseline 2020  : 2.67
Target 2021 1 2.84
Capaian 2021 : 2.89, Kemantapan : 81,18% (Sumber : data hasil running IRMS V.03)

Dari hasil survei kondisi jalan, jembatan dan lereng tahun 2021, didapat capaian kemantapan jalan nasional
BPJN Jayapura untuk 48 ruas Jalan Nasional di wilayah penanganan BPJN Jayapura pada akhir tahun
2021 adalah sebesar 81,55%. Untuk angka kemantapan jembatan sebesar 71,50% berdasarkan jumlah

unit jembatan dan 77,46% berdasarkan panjang jembatan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan
perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura
Tahun 2021;

Realisasi tingkat capaian masing-masing output di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai
berikut:
1. Tingkat capaian kinerja output Pembangunan Jalan sebesar 77,10% yaitu dari 7,87 Km yang
direncanakan, terealisasi sepanjang 6,07 Km;
2. Tingkat capaian kinerja output Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) sebesar
86,94% vyaitu dari 47,55 Km yang direncanakan, terealisasi sepanjang 41,34 Km;
3. Tingkat capaian kinerja output Pembangunan Jembatan sebesar 100,00% yaitu dari 153,54 M yang
direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
4. Tingkat capaian kinerja output Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) sebesar
94,85% yaitu dari 224,50 M yang direncanakan, terealisasi sepanjang 212,94 M;
5. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar 100,00% vyaitu dari
1,131.95 Km yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
6. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN) sebesar 97,14% yaitu dari
285,86 Km yang direncanakan, terealisasi sepanjang 277,69 Km;
7. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sebesar 99,94% yaitu dari
39,42 Km yang direncanakan, terealisasi sepanjang 39,40 Km;
8. Tingkat capaian kinerja output Pelebaran Jalan Menuju Standar sebesar 100% yaitu dari 1,00 Km

yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
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Tingkat capaian kinerja output Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan
(Penanganan Drainase) sebesar 100,00% yaitu dari 1,70 Km yang direncanakan, semuanya dapat
terealisasi;

10. Tingkat capaian kinerja output Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan
(PEN) (Penanganan Drainase) sebesar 100,00% yaitu dari 1,45 Km yang direncanakan, semuanya
dapat terealisasi;

11. Tingkat capaian kinerja output Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan
(PEN) (Penanganan Drainase) sebesar 69,67% yaitu dari 176,69 Km yang direncanakan, terealisasi
123,10 Km;

12. Tingkat capaian kinerja output Pemeliharaan Rutin Jalan Baru sebesar 99,96% yaitu dari 197,52 Km
yang direncanakan, terealisasi sepanjang 197,44 Km;

13. Tingkat capaian kinerja output Peningkatan Jalan Baru sebesar 100,00% vyaitu dari 3,00 Km yang
direncanakan, semuanya dapat terealisasi;

14. Tingkat capaian kinerja output Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Penanganan Drainase dan
Longsoran) sebesar 100,00% yaitu dari 1,95 Km yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;

15. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Rutin Jembatan sebesar 100,00% yaitu dari 3.250,30 M
yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;

16. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Rutin Jembatan (PEN) sebesar 93,41% yaitu dari
10.176,20 M yang direncanakan, terealisasi 9.505,93 M;

17. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Jembatan sebesar 100,00% yaitu dari 1.153,80 M yang
direncanakan, semuanya dapat terealisasi;

18. Tingkat capaian kinerja output Penggantian Jembatan sebesar 74,84% yaitu dari 218,97 M yang
direncanakan, terealisasi 163,87 M;

19. Tingkat capaian kinerja output Penggantian Jembatan (PEN) sebesar 100,00% yaitu dari 9,20 M
yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;

20. Tingkat capaian kinerja output Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Penggantian Jembatan)
sebesar 64,78% yaitu dari 134,51 M yang direncanakan, terealisasi 87,14 M;

21. Tingkat capaian kinerja output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan dari 6 Dokumen
yang direncanakan, terealisasi 6 Dokumen dengan kualitas kinerja 93,78%;

22. Tingkat capaian kinerja output Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik sebesar 100% dari 1
Dokumen yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;

23. Tingkat capaian kinerja output Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan
(Penanganan Trotoar) sebesar 100,00% yaitu dari 1,05 Km yang direncanakan, semuanya dapat
terealisasi;

24. Tingkat capaian kinerja output Layanan Sarana Internal yaitu sebesar 100,00% dari 15 Unit yang

direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
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25. Tingkat capaian kinerja output Layanan Dukungan Manajemen Satker dari 22 Layanan yang
direncanakan terealisasi 22 Layanan dengan kualitas kinerja sebesar 98.26 %.
26. Tingkat capaian kinerja output Layanan Perkantoran dari 16Layanan yang direncanakan terealisasi

16 Layanan dengan kualitas kinerja sebesar 94,33 %.

Rata-rata Capaian Kinerja untuk seluruh output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas, Rating
Kondisi Jalan Nasional, Rating Keselamatan Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian
PUPR di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 94,01%
berdasarkan Target Awal dan 94,04% berdasarkan Target Revisi dan termasuk dalam kategori capaian

kinerja Sangat Memuaskan;

Ditinjau dari aspek keuangan, DIPA Tahun Anggaran 2021 di BPJN Jayapura berdasarkan Revisi PK yang
dilakukan bulan November 2021 adalah sebesar Rp. 1.476.325.112.000,- dimana senilai Rp.
745.116.215.000,- diantaranya merupakan dana SBSN. Pada akhir tahun anggaran 2021 DIPA Revisi BPJN
Jayapura adalah sebesar Rp. 1.433.106.917.000,- dimana didalamnya terdapat alokasi dana SBSN senilai
708.259.308.000,-. Realisasi keuangan secara total Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.
1.164.719.324.000,- atau 81,27 % terhadap DIPA revisi akhir tahun 2021;

Besar realisasi anggaran BPJN Jayapura yang berasal dari Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat
Aksesibilitas Jalan Nasional adalah sebesar Rp. 450.561.388.000,- atau 70,46% terhadap Anggaran
Revisi, kemudian realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional adalah
sebesar Rp. 672.248.057.000,- atau 89,96% terhadap Anggaran Revisi, realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Program Rating Keselamatan Jalan Nasional adalah sebesar Rp. 1.870.024.000,- atau 100,00% terhadap
Anggaran Revisi, sedangkan realisasi anggaran yang berasal dari Indikator Kinerja Program Tingkat
Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar Rp. 40.039.855.000- atau 89,94% terhadap

Anggaran Revisi;

Ruas Jalan Trans Papua yang masuk dalam wilayah penanganan BPJN Jayapura terdiri dari 3 (tiga) segmen
dengan total sepanjang + 530,96 Km. Sepanjang Tahun 2021, BPJN Jayapura mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 730.430.923.000,- dari total pagu BPJN Jayapura berdasarkan Perjanjian Kinerja (Revisi) 2021

untuk penanganan ruas jalan Trans Papua;

Ruas Jalan Lintas Perbatasan berada di sepanjang perbatasan Rl dan negara Papua New Guinea (PNG),
Ruas Jalan Lintas Perbatasan yang merupakan wilayah penanganan BPJN Jayapura terdiri dari 2 (dua)

segmen dengan total penanganan sepanjang * 272,38 Km. Sepanjang Tahun 2021, BPJN Jayapura
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mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 286.035.965.000,- dari total pagu BPJN Jayapura berdasarkan

Perjanjian Kinerja (Revisi) 2021 untuk penanganan ruas jalan lintas perbatasan;

Di Tahun 2021 BPJN Jayapura juga mengambil bagian untuk berkontribusi dalam pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua melalui pengadaan paket-paket yang dialokasikan untuk pengusaha OAP
di Tahun Anggaran 2021 dengan total anggaran sebesar Rp 50.107.168.000,- yang ditangani oleh Satker
PJN Wilayah | Provinsi Papua (Jayapura) dan Satker PJN Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire);

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 diantaranya sebagai berikut :

a. Adanya faktor-faktor penghambat non teknis berupa pemalangan-pemalangan dari sekelompok
masyarakat yang menuntut adanya ganti rugi terhadap hak ulayat tanah;

b. Untuk pelaksanaan padat karya di sepanjang Tahun 2021 di beberapa lokasi menghadapi beberapa
kendala adanya konflik sosial masyarakat dimana masyarakat lokal tidak memperbolehkan
mengambil tenaga kerja dari luar kampung mereka sedangkan jumlah tenaga kerja yang mampu
dipenuhi oleh kampung tersebut masih kurang mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
tenggat waktu. Terdapat juga kendala memperoleh backup KTP tenaga kerja padat karya (sebagian
masyarakat di lokasi pekerjaan belum memiliki KTP). Hal ini menyebabkan capaian kinerja dan
penyerapan pekerjaan padat karya menjadi kurang maksimal;

c. Faktor Keamanan yang disebabkan oleh adanya kelompok kriminal sipil bersenjata terutama di lokasi
pekerjaan di kawasan pegunungan;

d. Adanya pandemi COVID-19 dan masih berlangsung hingga saat ini;

e. Tantangan kondisi topografi dan geografis di beberapa lokasi pekerjaan yang cukup sulit/banyak
terdapat patahan dan rawan longsor;

f.  Faktor SDM. Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai;

g. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa akibat kurangnya pengetahuan teknis
maupun administratif dari Konsultan Supervisi;

h. Upaya peningkatan peran Penyedia Jasa Lokal Asli Papua berbenturan dengan persyaratan
kemampuan tenaga, alat maupun pengalaman. Desakan untuk memprioritaskan peran Sumber Daya
Lokal tidak diimbangi dengan persyaratan —persyaratan yang memadai;

i.  Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pelaksanaan program padat karya yang
cenderung membuat masyarakat salah paham terkait upah maupun kebutuhan tenaga kerja padat
karya;

j. Terbatasnya Fasilitas UPR. Terbatasnya Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dan Pendukung
(Workshop);

k. Faktor Alam. Kondisi iklim yang tidak menentu dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di
Provinsi Papua mengakibatkan pekerjaan aspal maupun pekerjaan beton terhambat sehingga

mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Vi
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o Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut :

a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan
memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah
keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;

b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol
kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat
segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat
terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi,
kegiatan bisa dilakukan secara daring/online menggunakan aplikasi Zoom;

c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar
ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil
resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR
No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki
tahun 2021 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;

d. Menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, aparat keamanan setempat,
serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal, tokoh adat wilayah setempat, tokoh pemuda, dan
tokoh agama untuk meminimalisir konflik sosial dan resiko keamanan yang mungkin terjadi dengan
adanya pelaksanaan kegiatan di lapangan;

e. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat/ketua kampung sehubungan
dengan upaya melakukan sosialisasi pelaksanaan program padat karya dan pemenuhan kebutuhan
tenaga kerja lokal;

f.  Mendorong dan memotivasi penyedia jasa agar bekerja tepat waktu, tepat volume dan tepat biaya;

g. Mengusulkan Penambahan Alat Pemeliharaan Rutin (UPR) dan pendukung (workshop) dan
memperbanyak tenaga mekanik serta operator alat berat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
alokasi anggaran;

h. Kasatker dan PPK supaya mengatur strategi antisipatif menghadapi tingginya curah hujan dengan
memperhatikan ketersediaan stok material/ bahan baku, BBM dan logistik untuk meminimalisir
kendala yang muncul akibat kondisi curah hujan tinggi; mendorong Penyedia jasa untuk
meningkatkan stok persediaan sesuai dengan kebutuhan proyek;

i. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan
dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana
fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing
Satker;

Vii
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j- Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LKIP BPJN Jayapura baik menyangkut metode maupun
proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara

konsisten seluruh elemen SAKIP untuk peningkatan penerapan Sistem AKIP dimasa mendatang.

e Penyusunan dan pelaporan kinerja di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada tahun
2021 telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan karena keseluruhan elemen SAKIP sudah
dapat diterapkan, catatan untuk kedepannya yaitu kinerjanya bisa dimaksimalkan untuk periode selanjutnya
terutama pelaksanaan SAKIP di lingkungan Satuan Kerja. Penerapan SAKIP yang baik tersebut akan sangat
berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya berbasis kinerja di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan

Nasional Jayapura guna mewujudkan good governance yang dicita-citakan.

viii
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PENDAHULUAN.

o

1.1 Latar Belakang \

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara
berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di
lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim mapun
Laporan Kinerja Tahunan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai;

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk

meningkatkan kinerjanya.

Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi

dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga
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menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun

penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi :

a. Rencana Strategis;

b. Perjanjian Kinerja;

c. Pengukuran Kinerja;

d. Pengelolaan Data Kinerja;
e. Pelaporan Kinerja; dan

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang mulai dari entitas
Kementerian, entitas unit organisasi, entitas unit kerja, entitas unit pelaksana teknis, hingga entitas satuan kerja.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura menyusun Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja menyajikan informasi yang meliputi :

Uraian singkat organisasi;

o o

Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
c. Kapasitas organisasi;

d. Pengukuran capaian kinerja;

e. Evaluasi dan analisis capaian kinerja; dan

f.  Permasalahan dan rekomendasi.

Dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai Unit
Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

1.2 Tugas dan Fungsi \

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR
Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, BPJN
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Jayapura bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang secara teknis dibina oleh Direktur terkait.

BPJN Jayapura yang tergolong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A memiliki tugas “Melaksanakan

pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma,

standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

a.
b.

penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta verifikasi data
jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;

pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan
jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;

penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan bebas
hambatan, dan jalan tol;

penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem
manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;

penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk penyusunan dan
pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;

pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan
sesuai dengan kewenangannya;

sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant);

pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan
termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;

penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;

pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan
dan jembatan;

pelaksanaan penguijian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta
evaluasi terhadap hasil pengujian;

pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;

penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi
penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh
pemerintah;

pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang
dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;

koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol
serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang
berada di wilayah kerjanya;

pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;
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pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan
peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;

evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;

penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan
jalan dan jembatan akibat bencana alam;

pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak
pada jalan dan jembatan;

pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;

penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas
jaringan jalan;

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;

penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka
penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan

pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit
akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,
umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga, serta koordinasi dengan

instansi terkait.

1.3 Struktur Organisasi \

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur

Organisasi BPJN Jayapura ditetapkan sebagai Unit Kerja UPT/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe-A,

berdasarkan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dengan Pejabat Inti meliputi :

Unsur Pimpinan . Kepala Balai
Unsur Pembantu Pimpinan . - Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
- Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan  Infrastruktur
Jalan
- Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Kepala Seksi Preservasi

Kelompok Jabatan Fungsional
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Struktur organisasi BPJN Jayapura sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

O
>

>
S

SUBBAGIAN UMUM
DAN TATA USAHA

**

SEKSI KETERPADUAN

PEMBANGUNAN SERE) PENIEANE LI SEKSI PRESERVASI

INFTRASTRUKTUR JALAN DR DS
I

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPJN Jayapura
berdasarkan Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2020

Susunan organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, terdiri atas :

@~ w bbb =

Subbagian Umum dan Tata Usaha;

Seksi Keterpaduan Pembangunan  Infrastruktur Jalan;
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Seksi Preservasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1.

Subbagian Umum dan Tata Usaha

Tugas :

Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana;
pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan
komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta
administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan
pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi
dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah
dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan dan penetapan leger

jalan nasional, penyusunan laporan berkala balai, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan
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jembatan, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai, dan penyediaan konsultasi
teknis pengelolaan leger jalan daerah, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern

balai.

Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Tugas :

Melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan
penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk
sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei,
investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk
keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, penyiapan rencana dan dokumen pengadaan
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan
jalan dan jembatan, penyiapan program pengadaan lahan jalan nasional, pengendalian pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan
kewenangannya, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaan dan pengawasan jalan dan
jembatan, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, evaluasi penerapan standar
pelayanan minimal jalan dan jembatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai, penyediaan konsultasi
teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi
data jaringan dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah, penyiapan bahan dan pendampingan dalam
periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan dan pemrograman
jalan dan jembatan, evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana
alam, penyusunan rencana, program dan anggaran perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana
alam, dan penyusunan usulan perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan

pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya
konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan
konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap
pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya,
melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan, melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan
dan jembatan, melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi,
melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian

dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol,
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melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di
bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil
pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian, melaksanakan penyediaan konsultasi teknik
pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis
dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya, melakukan
pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan
pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait
pembangunan jalan dan jembatan, evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan dan

melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.

. Seksi Preservasi

Tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya
konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pengawasan penerapan analisa harga
satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan
konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan,
penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai
dengan kewenangannya, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan
pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan
kewenangannya, pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, koordinasi dan monitoring kegiatan
operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan
konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penguijian,
pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta
evaluasi terhadap hasil penguijian, penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di
jalan daerah, pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan
dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan
terkait preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan
jembatan, penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis
fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan,
pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak

pada jalan dan jembatan, dan sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant).

. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional yang ada di
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Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
yang ada.

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 6 (enam) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
Tipe A, 1 (satu) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, dan 26 (dua puluh enam) Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Tipe A.

Unit-unit Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagaimana tercantum
dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Unit Satuan Kerja di Wilayah BPJN Jayapura
SATUAN KERJA LOKASI/ DUKUNGAN

WILAYAH PPK (UNIT

BPJN JAYAPURA

1 Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Jayapura 4

2  Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jayapura 2
Papua

3 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah | Provinsi Papua Jayapura 6
(Jayapura)

4  Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua Nabire 2
(Nabire)

5  Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua Biak - Serui 2
(Biak - Serui)

6  Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi Papua Jayapura 1

Sumber : Data dan Informasi BPJN Jayapura, 2021

1.4 Isu Strategis \

Provinsi Papua memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan berada di ujung timur wilayah Indonesia.
Luas Provinsi Papua (termasuk pulau-pulau di sekitarnya) sebesar £ 312 224,37 km?2 (Sumber : Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2020), dengan jumlah penduduk 3,4 juta jiwa dan terbagi dalam 28
kabupaten dan 1 kota yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara geografis dan topografi,
pada bagian tengah dan sebagian pantai utara merupakan pegunungan yang tinggi, sedangkan bagian pantai
selatan didominasi dengan dataran luas.

Seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka kuantitas, harga dan waktu menjadi pertimbangan
yang penting. Peran infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi dalam pemerataan distribusi barang maupun jasa
kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau terutama dalam jumlah yang besar, murah dan dalam
waktu yang relatif lebih singkat. Bagi masyarakat Papua pada umumnya, sarana transportasi merupakan kebutuhan
yang sangat mendesak, terutama sarana transportasi darat, disebabkan oleh wilayahnya yang luas dan dengan
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